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ABSTRACT

As the largest archipelagic nation in the world, Indonesia faces significant challenges in preserving its marine ecosystems
and safequarding its maritime sovereignty due to destructive fishing practices. These practices, which include the use of
explosives, poisons, and electric shocks, not only cause extensive damage to marine habitats but also lead to a decline
in biodiversity and adversely affect the local economy. This study aims to examine the issues associated with destructive
fishing, assess community involvement in the monitoring of marine and fishery resources, and propose effective, sustainable
strategies for strengthening Indonesia’s maritime security. Utilizing a qualitative approach and a review of relevant
literature, the analysis underscores the importance of community-based surveillance in addressing destructive fishing. The
study advocates for a participatory framework that actively involves local communities in monitoring, decision-making,
and the implementation of sustainable ocean management strategies. This approach signifies a shift from traditional
top-down methods to a more inclusive bottom-up model, which recognizes local knowledge as a vital asset. The findings
emphasize that optimizing community-based coastal surveillance is essential for mitigating destructive fishing and
ensuring sustainable maritime security in Indonesia. Furthermore, these strategies must be adapted to the socio-economic
dynamics of specific regions to enhance their effectiveness and identify opportunities for continuous improvement.

Keywords: destructive fishing; maritime security; community-based surveillance; local knowledge

PENDAHULUAN

Latar Belakang ini juga diiringi oleh tantangan yang kompleks,
terutama dalam bentuk praktik destructive fishing
yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta
kedaulatan negara. Praktik destructive fishing, yang
meliputi penggunaan bahan peledak, racun potas,
dan setrum, tidak hanya merusak habitat laut tetapi
juga mengakibatkan penurunan keanekaragaman
hayati, seperti terumbu karang, yang memiliki
peran esensial dalam menjaga keseimbangan
ekosistem laut (Abdurrahim, 2022). Selain dampak
ckologis, praktik-praktik ini juga menyebabkan
kerugian ekonomi pada tingkat lokal (Albasri &
Sammut, 2021; Oktivana, 2023). Lebih lanjut,

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia, memiliki potensi sumber daya kelautan
dan perikanan yang melimpah, yang berperan
penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan nasional. Dengan luas wilayah
perairan mencapai sekitar 6,4 juta km?yang terdiri
dari perairan teritorial, laut nusantara, dan Zona
Ekonomi Eksklusif sumber daya ini memegang
peranan vital bagi keberlangsungan hidup dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia (Dao, 2023;
Saefudin, 2023). Meskipun demikian, potensi besar
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maraknya praktik destructive fishing mengindikasikan
adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan
dan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait,
yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan
pendekatan penanganan yang lebih komprehensif
dan partisipatif. Dengan demikian, dalam konteks
keamanan maritim di Indonesia, destructive fishing
merupakan  permasalahan  multidimensi  yang
tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi
juga menyebabkan kerugian ekonomi yang dapat
menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara.

Keterlibatan ~ masyarakat  pesisir  dalam
pengawasan dan penanggulangan aktivitas destructive
fishing, meskipun strategis, masih menghadapi
tantangan signifikan seperti kurangnya kesadaran,
keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sumber
daya, serta mekanisme koordinasi yang belum
efektif antara masyarakat dan lembaga pengawas
(Albasri & Sammut, 2021; Ramenzoni, 2021).
Misalnya, kasus destructive fishing di Indonesia
seperti penggunaan bom ikan di perairan Teluk
Sawai, Maluku Tengah (Ayal ez al., 2021), aktivitas
perikanan merusak di Pulau Weh, Aceh (Najmi ez
al., 2023) dan penggunaan bahan peledak bahan
dan kimia di perairan pesisir Sulawesi Selatan
(Thamsi et al., 2024), masih terjadi dan seringkali
sulit dikendalikan oleh pihak berwenang tanpa
dukungan masyarakat setempat (Yusri, 2019).
Di tingkat global, Srilanka juga mengalami
permasalahan serupa di mana penangkapan ikan
menggunakan bahan peledak di wilayah pesisir
menciptakan ketergantungan yang sulit diputus
akibat keterbatasan sumber daya dan pengawasan
(De Silva et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan
dalam upaya penanggulangan destructive fishing
melalui  pengawasan  berbasis ~ masyarakat
pesisir, mengkaji partisipasi masyarakat dalam
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
dan merumuskan wupaya optimalisasi untuk
meningkatkan kapasitas pengawasan masyarakat
pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan studi literatur, yang mengkaji
aspek-aspek yang diperlukan untuk memperkuat
peran masyarakat dalam pelestarian sumber daya
kelautan, sehingga diharapkan dapat berkontribusi
pada keamanan maritim dan pengelolaan kelautan
Indonesia yang berkelanjutan.

Studi ini mengajukan kerangka kerja
partisipatif yang mengintegrasikan masyarakat
dalam  pengawasan, pengambilan  keputusan,
dan implementasi strategi pengelolaan kelautan
berkelanjutan. Ini menggambarkan perubahan dari
pendekatan zop-down ke model bottom-up yang
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lebih inklusif, mengakui pengetahuan lokal sebagai
aset kunci. Inovasi penelitian ini terletak pada
integrasi aktif masyarakat sebagai pengawas utama,
menanggapi tekanan sumber daya dan tantangan
pengawasan. Harapannya, sistem pengelolaan
kelautan lebih adaptif dan tangguh melalui
pemberdyaan masyarakat.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini menerapkan pendekatan
kualitatif untuk memahami secara mendalam
tentang pengawasan berbasis masyarakat pesisir
dalam konteks penanggulangan destructive fishing dan
penguatan terhadap keamanan maritim. Menurut
Sugiono (2017), metode penelitian kualitatif adalah
suatu model penelitian yang didasarkan pada filsafat
post-postivisme.Artinya adalah suatu model penelitian
yang dipakai unruk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, yang mana peneliti adalah sebagai
instruksi kunci, dengan teknik pengumpulan data
secara tiangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif dimana hasil peneilitian lebih menekankan
makna dari pada generalisasi. Desain penelitian ini
bersifat eksploratif dan deskriptif, bertujuan untuk
menggali dan mendeskripsikan dinamika, persepsi,
dan praktik pengawasan berbasis masyarakat
pesisir  dalam  mengatasi  destructive  fishing.
Studi ini memanfaatkan analisis teks dari berbagai
sumber data sekunder untuk membangun
pemahaman komprehensif tentang peran serta
masyarakat dalam kegiatan pengawasan, dan
bagaimana hal tersebut berkontribusi pada upaya
keamanan maritim.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan
yang melibatkan telaah literatur terpilih dari
artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen
kebijakan, serta publikasi dari organisasi terkait.
Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi
dan kontribusinya terhadap tema penelitian.
Dalam mengumpulkan dan menganalisis data,
penelitian  ini mengadopsi metode analisis
konten  untuk  mengidentifikasi  tema-tema
utama, pola, dan wawasan yang muncul dari

data  sekunder.  Selanjutnya, penelitian  ini
berusaha untuk memvalidasi temuan melalui
triangulasi sumber dan  perspektif, dengan
membandingkan data dari berbagai sumber

untuk meningkatkan keandalan dan validitas
temuan. Pendekatan ini memungkinkan studi
untuk memberikan rekomendasi yang berbasis
bukti dan praktis untuk mendukung kebijakan
dan praktik dalam pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan, serta keamanan maritim
secara lebih luas.
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DESTRUCTIVE FISHING SEBAGAI ANCAMAN
KEAMANAN MARITIM

Salah satu faktor penyebab deplesi sumber
daya perikanan laut adalah kegiatan penangkapan
ikan dengan menggunakan alat tangkap yang
sifatnya  destruktif. Penggunaan alat tangkap
yang tidak ramah lingkungan ini pada dasarnya
merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak
legal. Penggunaan racun potas (cyanide fishing),
penggunaan bom (dynamite fishing), dan setrum
(electro fishing) dan alat tangkap lainnya yang tidak
selektif, menyebabkan terancamnya kelestarian
sumber daya hayati laut, akibat kerusakan habitat
biota laut dan kematian sumber daya ikan ikan
(Asri et al., 2019; Ernawati, 2023). Menurut
FAO, Destructive fishing (Praktik penangkap ikan
yang merusak) merupakan istilah ini mengacu
pada penggunaan alat tangkap dengan cara atau
di tempat-tempat sedemikian rupa sehingga satu
atau lebih komponen kunci dari suatu ekosistem
dilenyapkan, dihancurkan atau tidak lagi dapat
menyediakan fungsi ekosistem yang penting (Willer
et al., 2022).

Kasus destructive fishing di  Indonesia
mencerminkan masalah serius yang mempengaruhi
ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya

p-ISSN: 2502-0803
e-ISSN: 2541-2930

kelautan. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai
dengan tahun 2019, Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat dan
instansi terkait telah menangani setidaknya 653
kasus destructive fishing di berbagai wilayah perairan
di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
PSDKP, aktivitas penangkapan ikan menggunakan
bahan peledak hampir terjadi di semua provinsi
di Indonesia. Namun kondisi paling rawan terjadi
di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Sulawasi Tenggara, dan Gorontalo.
Sementara itu, aktivitas peracunan ikan marak
terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur,
Sumatera Barat, Gorontalo, dan Kepulauan Riau.
Sementara itu, aktivitas penyetruman ikan banyak
dilakukan di danau atau muara sungai di Kalimantan
Selatan, Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan
Barat.

Destructive fishing mengakibatkan kerusakan
signifikan  terhadap habitat laut, mereduksi
keanekaragaman hayati, dan mengancam
keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang
bergantung pada perikanan. Contoh spesifik
dari kerusakan terjadi di Kabupaten Malang, di
mana sekitar 75% terumbu karang rusak akibat

Tabel 1. Temuan dan Penanganan Kasus Destrcutive Fishing di Indonesia Tahun 2013-2019.

Destructive fishing
No. Provinsi Penggunaan Penggunaan Penggunaan  Alkap Jumlah
bom racun setrum
1 Sulawesi Selatan 451 19 0 1 471
2 Kalimantan Selatan 0 0 57 0 57
3 Lampung 19 1 7 3 30
4 NTT 14 4 0 0 18
5 Gorontalo 8 3 0 1 12
6 Sulawesi Tenggara 3 1 1 0 10
7 NTB 8 1 1 0 10
3 Sumatera Barat 3 4 1 0 8
9 Jawa Barat 0 0 8 0 8
10 Kepulauan Riau 3 2 0 0 5
11 Sumatera Utara 4 0 1 0 5
12 Sulawesi Utara 2 1 0 0 3
13 Sulawesi Tengah 2 1 0 0 3
14 Papua 3 0 0 0 3
15  Kalimantan Barat 0 1 2 0 3
16  Kalimantan Timur 2 0 0 0 2
17 Jawa Timur 1 0 0 1 2
18  Sumatera Selatan 0 0 0 1 1
19  Maluku 1 0 0 0 1
20  Bali 0 1 0 0 1
Jumlah 529 39 78 7 653

Sumber: KKP, 2019
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penangkapan ikan dengan bom (Tempo, 2014), serta
di Taman Nasional Laut Sawu di Nusa Tenggara
Timur, di mana 990.000 hektar terumbu karang
mengalami kerusakan berat (Kompas, 2014).

Keamanan maritim didefinisikan sebagai
kondisi di mana lingkungan maritim terjaga dari
ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan
wilayah dan penegakan hukum, tantangan yang
diakibatkan oleh destructive fishing sangat relevan.
Keamanan maritim bertujuan untuk menjaga
kepentingan nasional Indonesia dari berbagai
ancaman, termasuk kekerasan, ancaman terhadap
sumber daya dan lingkungan, pelanggaran hukum,
dan bahaya navigasi (Buerger, 2020; Li, 2023).
Menurut Buerger (2015), ada tiga aspek utama
dalam mengkaji konsep keamanan maritim: matriks
keamanan maritim yang berfungsi mengidentifikasi
dan menganalisis potensi ancaman; kerangka kerja
sekuritisasi yang menjelaskan bagaimana ancaman
dianggap sebagai masalah keamanan dan bagaimana
ini ditanggapi; serta teori praktik keamanan
yang mengkonsentrasikan pada tindakan yang
dilaksanakan dalam konteks keamanan maritim.
Pendekatan ini menyediakan kerangka kerja untuk
memahami dan menanggapi berbagai tantangan
dalam keamanan maritim.

Cakupan keamanan maritim tidak hanya
terfokus pada ancaman fisik tetapi juga meluas
kepada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya
alam laut. Menurut Pratson (2023), keamanan
maritim menggabungkan perlindungan terhadap
kekayaan alam dan wupaya menjaga kestabilan
ekosistem laut. Ancaman keamanan maritim,
yang berakar pada pelanggaran hukum, memiliki
dampak negatif yang luas terhadap ekosistem laut
dan manusia yang bergantung padanya (Gatto ez al.,
2023). Secara umum, masalah-masalah keamanan
maritim kerap terjadi di wilayah perairan dan
mencakup aktivitas seperti destructive fishing, yang
menimbulkan ancaman signifikan terhadap ekonomi
biru, kekuatan laut, dan ketahanan lingkungan
(Apriantara et al., 2023; Bila ez al., 2023).

Dampak dari praktik destructive  fishing
tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja, tetapi
juga termasuk degradasi lingkungan yang masif,
pengurangan ketahanan pangan, pengaruh negatif
terhadap rantai makanan laut, dan penurunan
keanekaragaman hayati (Rizky er al., 2023).
Lebih lanjut, penurunan populasi ikan berdampak
langsung terhadap ekonomi lokal, meningkatkan
biaya operasional penangkapan ikan, dan berpotensi
menimbulkan kemiskinan di kalangan nelayan.
Oleh karena itu, destructive fishing diakui sebagai
bentuk signifikan dari penangkapan ikan ilegal
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yang mendapat sorotan karena dampak besar yang
ditimbulkannya terhadap ekonomi, ekosistem,
keberlanjutan sumber daya, dan bahkan keamanan
nasional.

FAKTOR PENYEBAB DESTRUCTIVE

FISHING

Praktik destructive fishing di Indonesia, yang
umumnya dilakukan oleh nelayan kecil di kawasan
pesisir, dipicu oleh serangkaian faktor yang saling
terkait dan kompleks. Kemiskinan dan kebutuhan
ekonomi  mendesak  seringkali = mendorong
nelayan  kecil untuk  mengadopsi  metode
penangkapan ikan yang merusak. Metode ini,
dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan
hasil tangkapan yang lebih banyak dalam waktu
yang singkat, menjadi pilihan karena tekanan
ekonomi yang dihadapi. Faktor kemiskinan ini
diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan
di kalangan nelayan, yang berkontribusi pada
kurangnya kesadaran mengenai dampak jangka
panjang dari praktik-praktik tersebut terhadap
ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Selain
itu, keterbatasan dalam pengawasan sumber daya
laut oleh institusi pemerintah membuat aktivitas
destructive fishing semakin tidak terkontrol dan
massif.

Merujuk pada penelitian Nurdin & Grydehg;j
(2014); Asri ez al. (2019); dan Hampton-Smith et al.
(2021), dan hasil wawancara yang dilakukan kepada
beberapa nelayan, penulis merangkum faktor-
faktor penyebab terjadinya destructive fishing dan
diuraikan pada Tabel 2.

Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian
ini, berdasarkan data yang telah dikumpulkan,
menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang
substansial dan kerusakan lingkungan yang
berkelanjutan adalah hasil langsung dari destructive
fishing. Praktik ini, yang merupakan pelanggaran
hukum, mencerminkan  kesulitan  signifikan
dalam penegakan hukum dan pengawasan yang
efektif. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak
untuk strategi penanggulangan yang inklusif
dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat
pesisir secara aktif dalam upaya pengawasan dan
pelestarian. Kerentanan masyarakat pesisir dan
nelayan, yang sangat bergantung pada kekayaan
laut, terhadap praktik destructive fishing menekankan
pentingnya langkah nyata untuk menghentikan
praktik ini. Strategi tersebut tidak hanya harus
bersifat reaktif tetapi juga harus meliputi
pendekatan preventif yang membangun kesadaran
dan pemberdayaan nelayan kecil.



Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

http://ejournal-balitbang. kkp.go.id/index.php/mra

p-ISSN: 2502-0803
e-ISSN: 2541-2930

Tabel 2. Faktor Penyebab Destructive Fishing oleh Nelayan Pesisir.

Isu

No. Faktor Penyebab

1. Bahan baku Bom ikan dan sianida mudah diperoleh.

2. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan nelayan akan
dampak destructive fishing.

3. Kurangnya patroli pengawasan dan penegakan hukum
dari intitusi pemerintah;

4. Permintaan pasar akan kebutuhan ikan konsumsi
terus meningkat.

5. Adanya anggapan nelayan bahwa dengan praktik
destructive fishing dapat dengan mudah menangkap
ikan karang yang bernilai ekonomi tinggi dan ikan
hias tanpa membutuhkan waktu lama.

6. Tingginya biaya operasional (kenaikan harga BBM;
sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan yang
masih tradisional).

7.  Rendahnya kesadaran masyarakat akan pelestarian

sumber daya laut dan ekosistemnya.

8.  Terbatasnya mata pencaharian alternative tertutama

di pulau-pulau kecil terpencil

Adanya perdagangan bahan di pasaran tanpa pengawasan.

Akses pendidikan yang terbatasan di wilayah pesisir

pulau-pulau kecil. Tingkat pendapatan nelayan yang
rendah.

Keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta
anggaran pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan terbukanya akses
pasar terhadap produksi perikanan.

Kurangnya penyuluhan perikanan; kebiasaan nelayan
melakukan kegiatan destructive fishing; keinginan untuk
meningkatkan pendapatan secara cepat.

Terbatasnya akses permodalan bagi nelayan untuk
meningkatkan kapasitas. Tidak adanya kompensasi
kenaikan harga secara merata kepada nelayan.

Kurangnya penyuluhan tentang pelestarian sumber daya
alam.

Hanya mengandalkan hasil laut sebagai sumber
ekonomi.

OPTIMALISASI PENGAWASAN BERBASIS
MASYARAKAT PESISIR

Optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat
pesisir memegang peran kritikal dalam upaya
menjaga keamanan maritim Indonesia. Kerangka
hukum nasional, yang ditegaskan melalui Undang-
Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, menyoroti pentingnya partisipasi
aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan
sumber daya kelautan serta wilayah pesisir.

Implementasi pengawasan ini termanifestasi
melalui  pembentukan  Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas), yang terdiri dari berbagai
unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, LSM, dan nelayan.
Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, yang memindahkan
tanggung jawab pengawasan dari kabupaten/kota ke
provinsi, telah menciptakan tantangan baru dalam
efektivitas pengawasan. Hal ini disebabkan oleh
peningkatan wilayah pengawasan tanpa peningkatan
proporsional dalam sumber daya yang diperlukan.

Studi ini menemukan bahwa pengawasan
berbasis masyarakat pesisir dapat memainkan
peran penting dalam penanggulangan destructive
fishing. Masyarakat pesisir, dengan pengetahuan
dan hubungan eratnya dengan laut, berada dalam

posisi potensial untuk mendeteksi dan melaporkan
praktik penangkapan ikan yang merusak. Inisiatif
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat,
ketika didukung oleh pelatihan, sumber daya yang
memadai, dan kerjasama yang baik dengan lembaga
pemerintah, berpotensi meningkatkan efektivitas
pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi
penangkapan ikan. Hal ini, secara langsung,
berkontribusi pada keamanan maritim dan
keberlanjutan sumber daya kelautan. Penelitian ini
mendukung pandangan Prasetyo et al. (2023), yang
menekankan pentingnya integrasi komunitas pesisir
dalam strategi pengawasan sumber daya kelautan dan
menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih
holistik dalam pengelolaan sumber daya laut, yang
tidak hanya fokus pada aspek teknis dan regulasi,
tetapi juga pada pemberdayaan dan partisipasi aktif
masyarakat pesisir.

Optimasi, menurut Liringoringo (2015),
adalah proses mencari solusi terbaik. Dalam
konteks pengawasan berbasis masyarakat, optimasi
merujuk pada pencapaian hasil pengawasan
yang paling efektif dan efisien. Winardi (2015)
menambahkan bahwa optimasi adalah ukuran
yang menyebabkan tercapainya tujuan, yaitu
keamanan maritim dan kelestarian ekosistem laut.
Oleh karena itu, pengawasan berbasis masyarakat
pesisir  harus dioptimalkan untuk mencapai
tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif
dan efisien. Berdasarkan analisis tersebut, sebagai
aspek pendukung utama dalam penanggulangan
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destructive fishing, dirumuskan upaya optimalisasi
peran strategis pengawasan berbasis masyarakat
pesisir dalam penanggulangan praktik ini, dan
upayanya dalam menjaga keamanan maritim, dapat
dilakukan melalui :

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan
pilar  fundamental ~ dalam  mengoptimalkan
peran pengawasan berbasis masyarakat terhadap
praktik destructive fishing (Nurmianto, 2023).
Inisiatif pemberdayaan ini harus dirancang untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani
masalah yang berkaitan dengan destructive fishing
dan pengelolaan sumber daya kelautan secara lebih
efektif. Pendekatan ini melibatkan peningkatan
kapasitas individu dan kelompok untuk bertindak
secara proaktif dalam pengelolaan dan pelestarian
sumber daya kelautan. Proses pemberdayaan harus
inklusif dan partisipatif, memastikan bahwa semua
anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan
dan marginal, memiliki kesempatan yang sama
dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari
aktivitas pengawasan. Dengan demikian, sejalan
dengan pendapat Prasetyo et al. (2023), bahwa
pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya
menguatkan kapasitas masyarakat dalam pengawasan
sumber daya kelautan, tetapi juga menumbuhkan
rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif
terhadap keberlanjutan lingkungan maritim.

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan
pembentukan kelompok masyarakat pengawas
terutama di setiap wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang tidak terjangkau intitusi pengawasan,
dan membangun keterlibatan aktif masyarakat
pesisir dalam kelompok. Selanjutnya, pemanfaatan
teknologi, seperti aplikasi mobile atau sistem
pelaporan  online, dapat memudahkan proses
pelaporan dan pemantauan, memberikan kemudahan
bagi Pokmaswas dalam mengumpulkan data dan
informasi secara real-time.

2. Pengintegrasian pengetahuan dan kearifan lokal

Upaya optimalisasi peran strategis pengawasan
berbasis  masyarakat pesisir  dalam  konteks
penanggulangan destructive fishing, dapat dilakukan
dengan mengintegrasikan pengetahuan dan kearfian
lokal masyarakat pesisir menjadi komponen esensial
yang tidak dapat diabaikan. Menurut Ullah ez al.
(2023), pengetahuan lokal, yang terakumulasi dari
generasi ke generasi melalui pengalaman langsung
dengan lingkungan laut, menyediakan wawasan
mendalam mengenai ekosistem kelautan, termasuk
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pola migrasi ikan, musim pemijahan, dan daerah
penangkapan yang berkelanjutan. Pengintegrasian
pengetahuan ini dalam strategi pengawasan tidak
hanya meningkatkan efektivitas deteksi dan
pencegahan praktik destructive fishing, tetapi juga
memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya
kelautan dengan menghargai dan memanfaatkan
kearifan lokal. Sejalan dengan Church ez al. (2023)
yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat
pesisir dalam pengawasan berbasis pengetahuan
kearifan lokal mempromosikan penguatan kapasitas
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sendiri,
memastikan keberlanjutan dan keadilan pengelolaan
sumber daya kelautan. Oleh karena itu, integrasi
pengetahuan lokal ke dalam sistem pengawasan
formal membutuhkan pendekatan kolaboratif
antara masyarakat pesisir, ilmuwan, dan pembuat
kebijakan, memastikan bahwa kebijakan pengawasan
dan pelestarian sumber daya kelautan bersandar
pada pemahaman ekologis yang komprehensif dan
sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal.

3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara
berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor
kritis dalam optimalisasi pengawasan berbasis
masyarakat pesisir untuk mengatasi masalah
destructive  fishing. Pendekatan — multidisipliner
yang melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir,
lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah
menjadi imperatif dalam mengembangkan dan
melaksanakan strategi pengawasan yang efektif
(Church ez al., 2023; Druon et al., 2023). Kerjasama
ini memungkinkan aliran informasi yang lancar,
pertukaran pengetahuan, dan alokasi sumber daya
yang efisien, yang secara kolektif meningkatkan
kapasitas dan cakupan aktivitas pengawasan.
Koordinasi yang baik memfasilitasi implementasi
kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti, yang
disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan
masyarakat pesisir, sambil memastikan konsistensi
dengan tujuan pelestarian sumber daya kelautan dan
perikanan pada tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, kerjasama antar lembaga dapat
meningkatkan advokasi dan dukungan terhadap
inisiatif ~ pelestarian,  memperkuat  tindakan
penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan
mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya
kelautan yang berkelanjutan. Dengan demikian,
peningkatan koordinasi dan kerjasama tidak hanya
memperkuat efektivitas pengawasan, tetapi juga
membangun konsensus dan komitmen bersama
terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan
perikanan.
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4. Advokasi dan sosialisasi

Advokasi  dan  sosialisasi  memegang
peranan penting dalam memperkuat upaya
pengawasan berbasis masyarakat pesisir dalam
rangka penanggulangan destructive fishing, dengan
tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat luas, khususnya masyarakat
pesisir, terhadap konsekuensi negatif dari praktik
destructive fishing serta pentingnya pelestarian
sumber daya kelautan. Kampanye advokasi yang
terstruktur dan strategis harus dirancang untuk
menyampaikan informasi berbasis bukti mengenai
dampak ekologi, ekonomi, dan sosial dari
destructive fishing, serta mempromosikan alternatif
pengelolaan  sumber  daya  kelautan  yang
berkelanjutan (Lanni, 2023). Selain itu, sosialisasi
yang efektif melibatkan penggunaan berbagai media
komunikasi, termasuk pertemuan komunitas, media
massa, dan platform digital, untuk menjangkau
audiens yang luas dan beragam.

Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan
yang menyasar sekolah dan institusi pendidikan
lainnya dapat menjadi sarana penting dalam
membangun generasi masa depan yang memiliki
kesadaran dan komitmen terhadap pelestarian
kelautan (Buana & Barlian, 2023). Partisipasi aktif
dari tokoh masyarakat, praktisi kelautan, dan para
ilmuwan juga sangat krusial dalam menyampaikan
pesan advokasi, dengan memberikan contoh
nyata dan praktik terbaik dalam pengelolaan dan
pengawasan sumber daya kelautan. Melalui advokasi
dan sosialisasi yang komprehensif, masyarakat pesisir
dan publik luas dapat dibekali dengan pengetahuan
dan motivasi untuk mendukung upaya pelestarian
sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada
gilirannya akan memperkuat fondasi pengawasan
berbasis masyarakat dan kontribusi mereka terhadap
keamanan maritim yang berkelanjutan.

ANALISIS PENGAWASAN
MASYARAKAT PESISIR

BERBASIS

Dalam konteks teori pengelolaan sumber
daya bersama dan partisipasi masyarakat, perumusan
upaya strategis optimalisasi ini menegaskan
bahwa pengawasan berbasis masyarakat pesisir
bukan hanya komplementer, tetapi juga esensial
untuk strategi pengawasan yang efektif. Teori
kelembagaan dan kolektif action telah lama
mendiskusikan pentingnya keterlibatan pemangku
kepentingan lokal dalam pengelolaan sumber daya
alam (Yuhandra ez al., 2023), dan penelitian ini
memperkaya wacana tersebut dengan menunjukkan
bagaimana masyarakat pesisir, dengan pengetahuan
lokal dan keterikatan mereka terhadap lingkungan,
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dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam
mengatasi destructive fishing. Lebih jauh, temuan
ini mengilustrasikan konsep "keamanan manusia"
dalam kerangka keamanan maritim, di mana
menurut Evans et al. (2023), keberlanjutan sumber
daya kelautan dan kehidupan masyarakat pesisir
saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya memvalidasi
tetapi juga memperluas pemahaman teoritis kita
tentang pengawasan sumber daya kelautan, dengan
menekankan pentingnya pendekatan yang lebih
inklusif dan partisipatif.

Hasil  analisis ~ menunjukkan  bahwa,
keberhasilan signifikan dalam penanggulangan
destructive fishing sangat bergantung pada partisipasi
aktif dan kolaborasi masyarakat pesisir, meskipun
terdapat upaya-upaya pengawasan dari pemerintah
dan lembaga internasional. Ini berbeda dengan
pendekatan yang lebih top-down yang umumnya
ditemukan dalam literatur, dimana penekanan lebih
kepada penegakan hukum dan sanksi. Penelitian ini
membawa perspektif baru terhadap teori yang ada
tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya
kelautan, khususnya dalam konteks penanggulangan
destructive fishing. Berdasarkan kajian dan analisis
yang dilakukan, penelitian ini menegaskan
bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir melalui
optimalisasi ~ pengawasan  berbasis masyarakat
dapat menjadi strategi yang efektif dalam upaya
penanggulangan destructive fishing. Hal ini sejalan
dengan teori yang diusulkan oleh Nikijuluw
(2002), yang menekankan pentingnya peran serta
masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian
sumber daya kelautan. Selain itu, penelitian ini
juga menambahkan wawasan baru terkait dengan
pentingnya infrastruktur pendukung dan kapasitas
institusional dalam mendukung pengawasan berbasis
masyarakat. Tantangan seperti transfer kewenangan
pengawasan dari pemerintah daerah ke provinsi,
seperti yang dicatat dalam penelitian oleh Bailey
& Sumaila (2015), menyoroti kebutuhan akan
koordinasi yang lebih baik antara berbagai tingkat
pemerintahan dan masyarakat dalam pengawasan
sumber daya kelautan.

Upaya ini menggarisbawahi pentingnya
pendekatan holistik dalam teori keamanan maritim
yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi,
dan  lingkungan. Pemberdayaan  masyarakat
pesisir melalui pengawasan berbasis masyarakat,
seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini,
merupakan strategi efektif yang berkontribusi
pada aspek keamanan manusia (human security)
dalam teori keamanan maritim. Ini sejalan dengan
pandangan yang diperkenalkan oleh Bueger
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(2015), yang menekankan bahwa keamanan
maritim mencakup berbagai dimensi termasuk
kekuatan laut, keselamatan laut, ekonomi biru, dan
keamanan manusia. Peran serta masyarakat dalam
pengawasan sumber daya kelautan memperkuat
bahwa hasil penelitian ini mendukung pandangan
bahwa keamanan maritim dapat diperkuat melalui
keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan
lokal, termasuk masyarakat pesisir, dalam upaya
pelestarian sumber daya kelautan.

Dengan demikian, optimalisasi pengawasan
berbasis masyarakat pesisir merupakan upaya
strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah
daerah dalam menanggulangi destructive fishing.
Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah,
masyarakat, dan lembaga terkait untuk membangun
sistem pengawasan yang efektif, yang tidak hanya
mampu mengatasi praktik destructive fishing tetapi
juga mendukung keberlanjutan sumber daya
kelautan dan perikanan Indonesia. Hal ini secara
tidak langsung meningkatkan keamanan pangan,
mengurangi konflik penggunaan sumber daya,
dan memperkuat kedaulatan negara atas wilayah
perairannya. Keamanan maritim yang terjaga
mendukung stabilitas sosial-ekonomi masyarakat
pesisir dan memastikan keberlanjutan ekosistem
laut untuk generasi mendatang.

PENUTUP

Penelitian ini menyoroti secara komprehensif
pentingnya pemberdayaan masyarakat  pesisir
dalam memperkuat pengawasan sumber daya
kelautan guna mengatasi praktik  destructive
fishing, yang secara substansial ~mengancam
keberlanjutan ekosistem maritim dan keamanan
maritim Indonesia. Pendekatan bottom-up yang
mengakui dan mengintegrasikan pengetahuan lokal
sebagai aset penting, memberikan wawasan baru
tentang pengelolaan sumber daya kelautan yang
lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerangka kerja
partisipatif yang melibatkan masyarakat pesisir
secara aktif dalam proses pengambilan keputusan
dan pengawasan, dapat meningkatkan efektivitas
upaya penanggulangan destructive fishing dan
mendukung keberlanjutan jangka panjang sumber
daya kelautan dan keamanan maritim di Indonesia.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga
terkait, seperti Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan
Laut, Polri dan pemerintah daerah, dalam
meningkatkan kapasitas pengawasan masyarakat
pesisir, memperkuat koordinasi antar lembaga,
serta melakukan advokasi dan sosialisasi yang
lebih luas mengenai dampak destructive fishing dan
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pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan
yang berkelanjutan. Selanjutnya, hasil penelitian
ini perlu pengujian untuk memperoleh efektivitas
pendekatan ini di berbagai konteks baik regional
dan sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi di
Indonesia, untuk memperdalam  pemahaman
akademik dan memberikan dasar yang kuat bagi
praktik kebijakan dalam mendukung keberlanjutan
sumber daya kelautan dan keamanan maritim.
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